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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemerintah sedang berlomba-lomba dalam terwujudnya pemerintahan yang
baik. Hal ini sering disebut Good Governance yang bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat, pemerintah, maupun pihak sektor swasta. Disamping itu tuntutan dari
masyarakat juga semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan demi
perubahan. Jika kita berbicara tentang Good Governance, terdapat perbedaan antara
konsepsi pemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisioinal,

| nokatkan dan semakin terbuka

s antahun 2000-2004,

asasi manusia

Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dengan mensyaratkan bentuk serta isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBN/APBD) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Laporan
Keuangan, yang dimana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terstandarisasi,
laporan keuangan pemerintah Indonesia masih dilakukan dengan cara yang lebih



sederhana dan manual. Beberapa karakteristik pencatatan keuangan pemerintahan
sebelum adanya SAP vyaitu: Sistem Cash Basis. Sebelum tahun 2000-an, laporan
keuangan pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan basis kas (cash basis).
Hal ini berarti transaksi hanya diakui ketika ada arus kas masuk atau keluar, tanpa
memperhitungkan kewajiban atau piutang yang belum dibayar atau diterima. Manual
dan Terfragmentasi, yang dimana pencatatan laporan keuangan pemerintah masih
dilakukan secara manual, dan setiap unit atau instansi pemerintah cenderung
memiliki metode pencatatan keuangannya masing-masing. Hal ini membuat proses
pelaporan dan pengawasan keuangan menjadi kurang terstandar dan sulit diaudit
secara efektif. Serta Kurangnya Akuntabilitas dan Transparans hal ini terjadi karena

iV :S@s
adals $ﬂ -
Undang undalm I mengar

angan Negara juga
SAP. Tahun 2005 -

\‘ oL g o101 '- i kemudian menetapkan
' pada uran Pefierintah (PP) No. 24 Tahun
yang berbasis cash toward accrual atau basis kas menuju akruai, di mana transaksi
diakui saat kas diterima atau dibayar, namun beberapa transaksi non-kas mulai
diakui.

Tahun 2010 - SAP Berbasis Akrual: Selanjutnya, dalam rangka memperkuat
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan PP No.
71 Tahun 2010 yang mengatur penerapan SAP berbasis akrual. Mulai tahun anggaran
2015, pemerintah Indonesia resmi menerapkan SAP berbasis akrual penuh (full

accrual basis). Ini berarti pemerintah mulai mengakui transaksi dan kejadian



ekonomi ketika peristiwa tersebut terjadi, bukan hanya ketika ada arus kas. SAP
Berbasis Akrual memungkinkan pemerintah mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas
secara lebih lengkap dan transparan. Sistem ini memberikan gambaran yang lebih
akurat tentang kondisi keuangan pemerintah, karena memperhitungkan kewajiban
yang belum dibayar dan piutang yang belum diterima.

Dan upaya yang harus dilakukan untuk terwujudnya Good Governance yaitu,
harus memenuhi empat unsur utama, yaitu: 1) Akuntabilitas; adanya kewajiban bagi
aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya; 2) Transparansi:
kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik
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hilitas, sangat diperlukan

penerapan (PSAP) Nomor 2 Te aporan Realisasi Anggaran yang menjadi
acuan penting dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran. Dalam PSAP Nomor 2
sendiri mengatur mengenai penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang
mencerminkan pencapaian Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode
anggaran tertentu. Penerapan PSAP Nomor 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas
informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk

masyarakat, auditor, dan lembaga pengawas lainnya. Dengan demikian, penting



1.2

1.3

14

1.5

untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Sulawesi Utara menerapkan PSAP
Nomor 2 berbasis kas berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, yang menjadi pembahasan
dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada

Pemerintah Sulawesi Utara?

Batasan Masalah
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan
sasaran penelitian. Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya fokus pada

Standar
Tuj

yaag telah alken di atas, yang

tahumﬁta menganalisis Laporan

Realisas G=6 NG awesi Utara apakah
sudah emerintahan No. 02
tentang eraturan Pemerintah
No. 71 Ta
Manfaat Pe

tiga bagian yang diimana saita-Sa iKi manfaat kedepannya untuk kemajuan
Besama, baik secara Teoriis maupun secara Praktis:
1. Manfaat Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam
menjelaskan bahkan mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan selama
perkuliahan dalam bidang Akuntansi khusunya pemerintahan. Agar kedepannya
ilmu tersebut dapat di bawa dan di praktekan penulis sampai kedunia pekerjaan.

2. Manfaat bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara



Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara khususnya BKAD sebagai salah satu cara dalam
melakukan penyempurnaan serta acuan dalam meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas pada Penerapan PSAP No0.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
Berdasaran PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Manfaat Bagi Institusi Politeknik Negeri Manado

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi kedepannya bagi pihak

lain yang membutuhkan informasi tambahan, dalam melakukan penelitian

selanjutnya dengan penggunaan variable yang sama.




